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K etentuan perpajakan menempatkan negara sebagai pemegang hak mendahulu atas tagihan pajak.Hak
mendahulu ini memberi kesempatan kepada Negara untuk mendapatkan bagian |ebih dahulu dari kreditur
lain atas hasil pelelangan barang-barang milik Penanggung Pajak di muka umum guna menutupi atau
melunasi utang pajaknya.

Pengaturan tentang hak mendahulu berkaitan dengan utang pajak dalam kenyataannyatidak diterapkan
secara benar. Direktorat Jenderal Pajak justru mengalami kerugian akibat adanya permohonan pailit. Salah
satu kemungkinan rekayasa adalah dengan teknik homol ogatie sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1)
UU Kepailitan. Berdasarkan teknik tersebut kemudian wajib pajak mengajukan masalahnya ke Pengadilan
Niaga.

Kedudukan Direktorat Jenderal Pajak sangat kuat sebagai pemegang utang pajak termasuk dalam hal
kepailitan. Keputusan pengadilan niaga yang mengabaikan kedudukan pemerintah atau negara terhadap
utang pajak tidak menghalangi pemerintah atau negara untuk tetap melakukan pemungutan. Apal agi
mengingat bahwa jika putusan pengadilan dijatuhkan oleh pengadilan umum bukanlah penyel esaian masalah
perpajakan yang semestinya karena berdasarkan peraturan perundang - undangan telah diatur kompetensi
absolut dari Peradilan Pajak dalam menyel esaikan sengketa pajak.
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